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Kata Pengantar
Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan
hidayah-Nya semata, sehingga Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2020 ini dapat diselesaikan. 
Laporan Laporan Kinerja (LKJ) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.  
Penyusunan Laporan Kinerja (LKJ)  Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2019 ini disusun sebagai bentuk/media pertanggungjawaban Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Soppeng selama Tahun Anggaran 2020. Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan infrastruktur serta bermanfaat bagi seluruh aparat di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Soppeng untuk  mendukung Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam upaya mewujudkan kepemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government) di Kabupaten Soppeng. 
Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja (LKJ)  Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2020 ini belum sempurna. Untuk itu, dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.  Demikian semoga laporan ini ada guna dan manfaatnya. 
	KEPALA DINAS
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN SOPPENG


H. ABDILLAH BAUSAD, SST,ST,MT
NIP. 19620508 198903 1 009


 Watansoppeng, 5 Februari 2021

  



Ringkasan Eksekutif

D

inas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Soppeng  pada  Tahun 2019  dari total Rp. 5.009.858.458,- nilai anggaran yang termuat dalam DPA  Tahun 2020 terealisasi sebesar Rp. 5.009.858.458,- atau  83,15 % dari total anggaran.
Anggaran  tersebut  tersebar  dalam  8  (Delapan)  program  kerja  dan  27  (Dua Puluh Tujuh) kegiatan sebagai penopang pelaksanaan fungsi dan pencapaian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Soppeng Tahun 2020.
Sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Soppeng Tahun 2020 untuk mewujudkan kinerjanya adalah:
1.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman
2.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas PSU Perumahan
3.	Terciptanya pelayanan pertanahan yang berkualitas  dan profesional
  4.	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan.
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BAB I
PENDAHULUAN


1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Soppeng ini mengacu pada Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah , Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi  NO. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah
	Laporan Kinerja ( LKJ ) Tahun 2020 ini merupakan perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan guna untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik yang dicerminkan dari pencapaian kinerja , visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan serta pertanggungjawaban atas  kinerja pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama dinas perkim pada tahun 2020.
	Menyediakan data  dan informasi mengenai capaian target realisasi secara akuntabel, secara terbuka, kepada masyarakat , sehingga memberikan edukasi bahwa perangkat daerah bekerja dengan prosedur yang ditetapkan . Hasil capaian ini juga menjadi keberhasilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal.

1.2 GAMBARAN UMUM	
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan bidang perumahan dan pengembangan kawasan permukiman, perlu adanya fasilitasi serta pembentukan unit kerja yang akan mengelola bidang tersebut. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dibentuk berdasarkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Soppeng.
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah melaksanakan sebagian kewenangan atau urusan Pemerintah Daerah berdasarkan otonomi dan tugas pembantu dibidang Perumahan dan  Kawasan Permukiman yang menjadi tanggung jawab kewenangan berdasarkan peraturan perungdang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan fungsinya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menggunakan dana APBD Perubahan T.A. 2020 sebesar Rp 5.009.858.458,- yang terbagi dalam 2 (dua) jenis belanja yakni Belanja Tidak Langsung Rp. 1.325.909.024,- dan Belanja Langsung Rp . 3.683.949.434,-.
Dalam Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Soppeng didukung oleh Sumber daya manusia terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Sukarela (PHTL). Gambaran SDM dilihat dari fungsinya, terdapat kelemahan berkaitan dengan kondisi internal organisasi yang berpotensi menghambat peningkatan produktifitas kerja,antara lain belum terpenuhinya beberapa tenaga staf, tenaga teknis dan tenaga fungsional.
Berdasarkan struktur organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Soppeng Tahun 2020 di dukung dengan jumlah pegawai sebanyak 46 orang, terdiri atas PNS sebanyak 23 Orang dan tenaga PHTL sebanyak 24 orang.
Pegawai pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat dilihat melalui table berikut: 
Tabel 1.1
	NO
	PENDIDIKAN
	STATUS KEPEGAWAIAN
	JUMLAH
	KET

	
	
	PNS
	CPNS
	PHTL
	
	

	1.
	SD / SEDEEEERAJAT
	0
	0
	0
	0
	

	2.
	SMP / SEDERAJAT
	0
	0
	0
	0
	

	3.
	SMA / SEDERAJAT
	3
	0
	9
	12
	

	4.
	D1 – D3
	0
	0
	2
	2
	

	5.
	S1 / SEDERAJAT
	12
	
	13
	25
	

	6.
	S2
	6
	0
	0
	6
	

	7.
	S3
	0
	0
	0
	0
	

	JUMLAH
	21
	0
	24
	45
	


Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan pendidikannya tahun 2020

Tabel 1.2
Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan golongannya tahun 2020
	NO
	PENDIDIKAN
	STATUS KEPEGAWAIAN
	JUMLAH
	KET

	
	
	PNS
	CPNS
	
	

	1
	GOLONGAN I
	0
	0
	0
	

	2
	GOLONGAN II
	3
	0
	3
	

	3
	GOLONGAN III
	14
	0
	14
	

	4
	GOLONGAN IV
	4
	0
	4
	

	JUMLAH
	21
	0
	21
	




1.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

	Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan bidang ke-PU-an, perlu adanya fasilitasi serta pembentukan unit kerja yang akan mengelola urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan urusan Pertanahan. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dibentuk berdasarkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Soppeng.
Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah melaksanakan sebagian kewenangan atau urusan Pemerintah Daerah berdasarkan otonomi dan tugas pembantun di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjadi tanggung jawab kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :
a. Perumusan, pelaksanaan  kebijakan teknis dibidang Perumahan dan PSU, Kawasan Permukiman, dan urusan Pertanahan; 
b. Perumusan Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Perumahan dan PSU;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Kawasan Permukiman;
d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Pertanahan;
e. Perumusan Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan  kegiatan Kesekretariatan yang menunjang tugas pokok organisasi.
Untuk melaksanakan fungsi tersebut, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki rincian tugas sebagai berikut  Sebagai berikut :
1. Menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggarakan kebijakan serta menyusun Renstra Dinas sesuai dengan Visi dan Misi daerah;
1. Merumuskan program kerja sesuai Renstra Dinas;
1. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Dinas;
1. Membina Kepala Sekretariat dan para Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya;
1. Mengarahkan pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas;
1. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas;
1. Memecahkan masalah dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa berjalan normal;
1. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan;
1. Melaporkan dan memberi saran kepada atasan terkait capaian pelaksanaan tugas pokok organisasi;
1. Melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Perumahan dan PSU;
1. Menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kawasan Permukiman; 
1. Menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pertanahan;
1. Menyelenggarakan dukungan tugas penataan dan peningkatan kapasitas Perumahan dan Permukiman;
1. Mengoordinasikan penyelenggaraan tugas pembinaan pada kesekretariatan agar tercipta sinkronisasi kebijakan penyelenggaraan tugas lingkup Dinas;
1. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
	Sesuai dengan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Soppeng, struktur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:
[image: ]Struktur Organisasi
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1. KEPALA DINAS
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta urusan pemerintahan bidang pertanahan  yang menjadi kewenangan daerah dan  tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.
Dalam menyelenggarakan  tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang meliputi bidang perumahan dan PSU, dan bidang kawasan permukiman dan pertanahan;
b. pelaksanaan kebijakan urusan  pemerintahan bidang Perumahan dan Permukiman yang meliputi bidang perumahan dan PSU dan kawasan permukiman dan pertanahan ;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Permukiman, yang meliputi bidang perumahan dan PSU dan Bidang kawasan permukiman dan pertanahan;
d. pelaksanaan administrasi Dinas urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Permukiman;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.	
Rincian tugas sebagaimana Kepala Dinas sebagai berikut :
a. Menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan menyelenggarakan kebijakan serta menyusun Renstra Dinas sesuai dengan Visi dan Misi daerah;
b. Merumuskan program kerja sesuai Renstra Dinas; 
c. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Dinas;
d. Membina Kepala Sekretariat dan para Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya; 
e. Mengarahkan pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas;
f. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas;
g. Memecahkan masalah dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa berjalan normal;          
h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan;
i. Melaporkan dan memberi saran kepada atasan terkait capaian pelaksanaan tugas pokok organisasi;
j. Melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Perumahan dan Permukiman, yang meliputi kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas di bidang perumahan dan pra sarana dan sarana utilitas umum, kawasan perumahan dan pertanahan;
k. Menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas Dinas Perumahan dan Permukiman yang meliputi pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan perumahan dan  prasarana dan sarana dan utilitas umum, kawasan permukiman dan pelaksanaan urusan terkait dengan pertanahan;
l. Mengoordinasikan penyelenggaraan tugas pembinaan pada kesekretariatan agar tercipta sinkronisasi kebijakan penyelenggaraan tugas lingkup Dinas;
m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan dinas perumahan dan kawasan permukiman;
n. Menilai prestasi kerja sekretaris dan kepala bidang dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier; 
o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
2. SEKRETARIAT
Sekretariat terdiri dari:
A. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
B. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan.
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan  penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan sub bagian umum dan kepegawaian, perencanaan, pelaporandan keuangan serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.


Dalam menyelenggarakan  tugas Sekretaris mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis, perencanaan, monitoring dan pelaporan kegiatan  dibidang umum kepegawaian;
b. perumusan kebijakan teknis, perencanaan, monitoring dan pelaporan kegiatan  dibidang perencanaan, pelaporan dan Keuangan;
c. pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas dibidang umum, kepegawaian, perencanaan, pelaporan dan keuangan; 
d. pelaksanaan fungsi  lain yang berikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya;
Rincian tugas sekretaris sebagai berikut :
a. Merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
c. Memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya; 
d. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup sekretariat;
e. Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup sekretariat;
f. Mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Sekretariat;
g. Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
h. Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan dibidang umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
i. Mengelola dan mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup Dinas Perumahan dan Permukiman;
j. Mengelola dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan  urusan umum dan kepegawaian;
k. Mengelola dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan yang terkait pelaksanaan  perencanaan , pelaporan, dan keuangan;
l. Mengelola dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan yang terkait dengan pengelolaan perlengkapan;
m. Mengoordinasikan penyiapan bahan dan penyusunan RKA , DPA , LAKIP, RENSTRA dan RENJA dan/atau dokumen perencanaan  lainnya sesuai  peraturan perundang-undangan;
n. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kesekretariatan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
o. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier, serta melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
A. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan, menghimpun, mengelola dan melaksanakan administrasi, urusan ketatausahaan Dinas meliputi pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, protokol, perjalanan dinas, tatalaksana, perlengkapan, kepegawaian dan tugas umum lainnya sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.
Dalam menyelenggarakan  tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi :
a.	penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang umum dan kepegawaian;
b. 	pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di sub bagian umum dan kepegawaian;
c.	pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas di sub bagian umum dan kepegawaian;
d.	pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
1. Menyusun rencana  kegiatan tahunan sebagai podoman pelaksanaan tugas;
1. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi yang merata;
1. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup sub bagian;
1. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup sub bagian;
1. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup sub bagian;
1. Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
1. Mengelola dan melaksanakan urusan yang terkait dengan urusan rumah tangga dan surat menyurat;
1. Mengelola dan melaksanakan urusan yang terkait dengan  kearsipan;
1. Mengelola dan melaksanakan urusan yang terkait  keprotokoleran dan perjalan dinas;
1. Mengelola dan melaksanakan urusan  yang terkait dengan ketatalaksanaan;
1. Mengelola dan melaksanakan urusan yang terkait dengan perlengkapan;
1. Mengelola dan melaksanakan urusan yang terkait dengan administrasi  kepegawaian;
1. Mengelola dan melaksanakan urusan umum lainnya;
1. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas, serta menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
1. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara lisan maupun tertulis.
B.  Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan, menghimpun,mengelola dan melaksanakan administrasi urusan perencanaan, pelaporan dan keuangan serta melakukan pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan, pelaporan dan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan mempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis disub bagianperencanaan, pelaporan dan keuangan;
b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas disub bagianperencanaan, pelaporan dan keuangan;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas disub bagianperencanaan, pelaporan dan keuangan;
d. pelaksanaanfungsi  lain yang diberikan oleh pimpinan  sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan perencanaan dan pelaporan sebagai berikut :
a. Menyusun rencana kegiatan dan jadwal operasional tahunan serta penganggaran Dinas  Perumahan dan Pemukiman sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
c. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup sub bagian;
d.  Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup sub bagian;
e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup sub bagian;
f. Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
g. Menghimpun dan mempersiapkan bahan penyusunan laporan, daftar usulan kegiatan, dan daftar gaji serta melaksanakan penggajian; 
h. Mengoordinasikan pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan, pelaporan dan Keuangan, dan pengendalian tugas pembantu pemegang kas;
i. Menginventarisir permasalahan-permasalahan pelaksanaan program kegiatan, proses administrasi terkait dengan penatausahaan, perbendaharaan, verifikasi keuangan  daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
j. Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RKA, DPA, LAKIP, RENSTRA, RENJA dan /atau dokumen perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
k. Melakukan pengumpulan data realisasi capaian kinerja bulanan, perbendaharaan keuangan, dan melaksanakan verifikasi anggaran;
l. Melakukan pengolahan data laporan capaian kinerja triwulan, semester, dan penyusunan rencana anggaran untuk periode lima tahunan dan tahunan;
m. Melakukan pengolahan data LAKIP SKPD;
n. Melakukan pengolahan data revisi anggaran untuk kebutuhan rencana kerja tahunan SKPD dan pembukuan pelaporan keuangan;
o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
3. BIDANG PERUMAHAN DAN PSU
Bidang Perumahan dan PSU terdiri dari:
1. Seksi Pembangunan, Pengembangan dan PSU Perumahan
2. Seksi Penyediaan, Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dan Relokasi
3. Seksi Perizinan Pembangunan, Pengembangan Perumahan dan SKBG
Bidang Perumahan dan PSU dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan  perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang perumahan dan psu, sesuai  peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.
Dalam menyelenggarakan  tugas Kepala Bidang mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis, perencanaan, monitoring dan pelaporan kegiatan bidang Perumahan dan PSU yang meliputi pembangunan, pengembangan dan PSU perumahan, penyediaan,  rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi, serta perizinan pembangunan, pengembangan perumahan dan SKBG;
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan dibidang Perumahan dan PSU yang meliputi pembangunan, pengembangan dan PSU perumahan, penyediaan, rehabilitasi rumah kumuh bencana dan relokasi serta perizinan pembangunan, pengembangan perumahan SKBG;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perumahan dan PSU;
d. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan  sesuai tugas dan fungsinya;
Rincian tugas sebagai berikut : 
a. Merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
c. Memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;  
d. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup bidang;
e. Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup bidang;
f. Mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup bidang;
g.   Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
h. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Perumahan dan PSU, yang meliputi pembangunan, pengembangan dan PSU perumahan, penyediaan rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi serta perizinan pembangunan,  pengembangan perumahan dan SKBG ;
a. Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan dibidangPerumahan dan PSU yang meliputi pembangunan, pengembangan dan PSU perumahan,  penyediaan, rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi serta perizinan pembangunan, pengembangan perumahan dan SKBG;
j. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Perumahan dan PSU dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
k. Melakukan pembinaan dan penanganan bidang Perumahan dan PSU;
l. Melakukan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidangPerumahan dan PSU, terutama fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah;
m. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perumahan dan PSU, serta melakukan monitoring, evaluai dan pelaporan  pelaksanaan kegiatan bidang Perumahan dan PSU;
n. Menilai pertasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembnangan karier; 
o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

1. Seksi Pembangunan, Pengembangan dan PSU Perumahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan pembangunan, pengembangan dan PSU perumahan sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.
     Dalam menyelenggarakan  tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi pembangunan, pengembangan dan PSU perumahan;
b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di seksi pembangunan, pengembangan dan PSU perumahan;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di seksi pembangunan, pengembangan dan PSU perumahan;
d. pelaksanaan fungsi  lain yang diberikan oleh pimpinan  sesuai dengan tugas dan fungsinya.
            Rincian tugas sebagai berikut  :
a. Menyusun rencana kegiatan dan jadwal operasional tahunan seksi pembangunan, pengembangan dan PSU perumahansebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
c. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
f. Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
g. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan seksi pembangunan, pengembangan dan PSU perumahan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
h. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis terkait dengan pelaksanaan tugas dan kegiatan  seksi pembangunan, pengembangan dan PSU perumahan, termasuk perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil;
i. Mengkoordinasikan kegiatan dengan SKPD terkait pelaksanaan tugas dan kegiatan seksipembangunan, pengembangan dan psu perumahan;
j. Melaksanakan pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dan kegiatan seksipembangunan, pengembangan dan PSU perumahan;
k. Melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis  pelaksanaan tugas dan kegiatan di seksi pembangunan, pengembangan dan PSU perumahan;
l. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegitan  pembangunan, pengembangan dan PSU perumahan;
m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dasn pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan  seksi pembangunan, pengembangan dan PSU perumahan;
n. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
2. Seksi Penyediaan, Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dan Relokasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan penyediaan, rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi sesuai peraturan perundang-undangam dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.
Dalam menyelenggarakan  tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi :
a.	penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di seksi penyediaan, rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi;
b.	pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di seksi penyediaan, rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi;
c.	pembinaan dan pelaksanaan tugas di seksi penyediaan, rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi;
d.	pelaksanaan fungsi  lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Rincian tugas sebagai berikut  :
a. Menyusun rencana  kegiatan dan jadwal operasional tahunan seksi penyediaan, rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
c. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
f. Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
g. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan seksipenyediaan, rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
h. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis seksi penyediaan, rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi, termasuk fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena  relokasi program pemerintah daerah;
i. Mengoordinasikan kegiatan dengan SKPD terkait seksipenyediaan, rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi;
j. Melaksanakan pemberian dukungan atas seksipenyediaan, rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi;
k. Melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas seksipenyediaan, rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi;
l. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait kebijakan pemerintah yang terkait dengan kegiatan penyediaan, rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi;
m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan  seksipenyediaan, rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi;
n. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
3. Seksi Perizinan Pembangunan, Pengembangan Perumahan dan SKBGdipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi perizinan pembangunan, pengembangan perumahan dan sesuai  peraturan perundang-undangam dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.
Dalam menyelenggarakan  tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi:
a.	penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di seksi perizinan pembangunan, pengembangan perumahan dan SKBG;
b.	pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di seksi perizinan pembangunan, pengembangan perumahan dan SKBG;
c.	pembinaan dan pelaksanaan tugas di seksi perizinan pembangunan, pengembangan perumahan dan SKBG;
d.	pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Rincian tugas sebagai berikut  :
a. Menyusun rencana kegiatan dan jadwal operasional tahunan seksi perizinan pembangunan, pengembangan perumahan dan SKBGsebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
c. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
f. Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
g. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan seksi perizinan pembangunan, pengembangan perumahan dan SKBGserta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
h. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis seksiperizinan pembangunan, pengembangan perumahan dan SKBG, terutama yang berkaitan dengan penerbitan izin pembangunan perumahan dan penerbitan SKBG;
i. Mengoordinasikan  dengan SKPD terkait terhadap  pelaksanaan  seksiperizinan pembangunan, pengembangan perumahan dan SKBG;
j. Melaksanakan pemberian dukungan atas seksi perizinan pembangunan, pengembangan perumahan dan SKBG;
k. Melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas di seksiperizinan pembangunan, pengembangan perumahan dan SKBG termasuk pemberian sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan rumah; 
l. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan  perizinan pembangunan, pengembangan perumahan dan SKBG;
m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan  seksiperizinan pembangunan, pengembangan perumahan dan SKBG;
n. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
4. BIDANG PERUMAHAN DAN PSU
Bidang Kawasan Permukiman, terdiri dari:
1. Seksi Penataan, Pembangunan dan Perizinan Kawasan 
2. Seksi Pencegahan Perumahan dan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh
3. Seksi Pertanahan
Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang Kawasan Permukiman sesuai  peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.
Dalam menyelenggarakan  tugas, Kepala Bidang mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis, perencanaan, monitoring dan pelaporan kegiatan bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan dibidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
d. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya;
Rincian tugas sebagai berikut : 
a. Merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
c. Memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;  
d. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup bidang;
e. Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup bidang;
f. Mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup bidang;
g. Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
h. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidangKawasan Permukiman dan Pertanahan yang meliputi penataan pembangunan dan perizinan kawasan, pencegahan perumahan dan penataan kawasan permukiman kumuh serta penyelenggaraan urusan pertanahan sesuai dengan kewenangannya;
i. Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan dibidangKawasan Permukiman dan Pertanahan;
j. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Kawasan Permukiman dan Pertanahan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
k. Melakukan pembinaan dan penanganan bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan, termasuk penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
l. Melakukan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan, terutama yang berkaitan dengan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh  dengan luas  di bawah 10 (sepuluh) ha;
m. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan, termasuk pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh dan bidang pertanahan;
n. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan bidang kawasan permukiman dan pertanahan;
o. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier, serta melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
a. Seksi Penataan, Pembangunan dan Perizinan Kawasan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan  Penataan, Pembangunan dan Perizinan Kawasan Permukiman sesuai  peraturan perundang-undangam dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.
Dalam menyelenggarakan  tugas Kepala seksi mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis diseksi Penataan, Pembangunan dan Perizinan Kawasan;
b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas diseksi Penataan, Pembangunan dan Perizinan Kawasan;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas diseksi Penataan, Pembangunan dan Perizinan Kawasan;
d. pelaksanaanfungsi  lain yang diberikan oleh pimpinan  sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Rincian tugas sebagai berikut  :
a. Menyusun rencana  kegiatan dan jadwal operasional tahunan Seksi Penataan, Pembangunan dan Perizinan Kawasan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
c. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
f. Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
g. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan SeksiPenataan, Pembangunan dan Perizinan Kawasan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
h. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis SeksiPenataan, Pembangunan dan Perizinan Kawasan, terutama yang berkaitan dengan  penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
i. Mengoordinasikan  dengan SKPD terkait terhadap pelaksanaan kegiatan  Seksi Penataan, Pembangunan dan Perizinan Kawasan;
j. Melaksanakan pemberian dukungan dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas dan kegiatan Seksi Penataan, Pembangunan dan Perizinan Kawasan;
k. Melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas di Seksi Penataan, Pembangunan dan Perizinan Kawasan;
l. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait kebijakan pemerintah yang terkait dengan kegiatan  Penataan, Pembangunan dan Perizinan Kawasan;
m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan  SeksiPenataan, Pembangunan dan Perizinan Kawasan;
n. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
b. Seksi Pencegahan Perumahan dan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Seksi Pencegahan Perumahan dan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh sesuai  peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.
Dalam menyelenggarakan  tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi :
a.	penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi Pencegahan Perumahan dan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh;
b.	pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Seksi Pencegahan Perumahan dan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh;
c.	pembinaan dan pelaksanaan tugas di Seksi Pencegahan Perumahan dan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh;
d.	pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan  sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Rincian tugas sebagai berikut  :
a. Menyusun rencana  kegiatan dan jadwal operasional tahunan Seksi Pencegahan Perumahan dan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
c. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
f. Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
g. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengandi Seksi Pencegahan Perumahan dan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
h. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Seksi Pencegahan Perumahan dan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh, terutama kegiatan pencagahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
i. Melaksanakan pemberian dukungan atas SeksiPencegahan Perumahan dan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh, serta melaksanakan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) ha;
j. Mengoordinasikan dengan pihak terkait terhadap  pelaksanaan kegitan seksi pencegahan perumahan dan penataan kawasan perumahan kumuh;
k. Melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas di Seksi Pencegahan Perumahan dan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh;
l. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait kebijakan pemerintah terkait dengan pelaksanaan kegiatan Pencegahan Perumahan dan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh;
m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Seksi Pencegahan Perumahan dan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh;
n. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
c. Seksi Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi Pertanahansesuai  peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.
Dalam menyelenggarakan  tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Seksi Pertanahan;
b.	pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas Seksi Pertanahan;
c.	pembinaan dan pelaksanaan tugas Seksi Pertanahan;
d.	pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh pimpinan  sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Rincian tugas sebagai berikut  :
a. Menyusun rencana  kegiatan dan jadwal operasional tahunan Seksi Pertanahan  sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
c. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
f. Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
g. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pemberian izin lokasi, penyelesaian sengketa tanah garapan, penyelesaian masalah ganti rugi  dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah, penyelesaian tanah kosong, tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah, dan masalah lainnya yang terkait dengan urusan pertanahan sesuai dengan kewenangannya, serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
h. Menyiapkan bahan penyusunan  kebijakan teknis dan pelaksanaan tugas   Seksi  pertanahan, yang meliputi  izin lokasi, sengketa tanah garapan, ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah, subyek dan obyek redistribusi tanah, tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah, penyelesaian masalah tanah kosong, izin membuka tanah, penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah, serta tanah absentee; 
i. Mengoordinasikan dengan SKPD terkait terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan Seksi pertanahan, terutama yang berkaitan dengan pemberian izin lokasi dan penyelesaian sengketa tanah garapan, masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah, serta penyelesaian masalah tanah kosong dan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah; 
j. Melaksanakan pemberian dukungan dan bimbingan teknis atas pelaksanaan tugas  Seksi pertanahan, termasuk penerbitan izin membuka tanah dan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah ;
k. Melaksanakan pembinaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan kegiatan  Seksi Pertanahan, yang berkaitan dengan pemberian izin lokasi, penyelesaian sengketa tanah garapan, penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah, penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimun dan tanah absentee dalam daerah, penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah, fasilitasi pensertifikatan tanah pemerintah daerah, penyelesaian tanah kosong, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong, penerbitan izin membuka tanah serta perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah;
l. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan urusan pertanahan  yang menjadi kewenangan daerah;
m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Seksi Pertanahan; 
n. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
1.4  SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana yang dimiliki untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Soppeng kurang  memadai. Artinya sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman belum mampu menopang secara optimal beban kerja yang besar dan dinamika perencanaan yang kompleks, adapun  sarana  dan prasarana pendukung yang ada saat ini diklasifikasikan menurut fungsinya. Pada umumnya sarana dan prasarana tersebut tidak dapat  dimanfaatkan secara optimal dalam upaya mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan organisasi.

Tabel 1.3
Sarana dan Prasarana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2020.

	KIB
	JENIS BARANG

	ASET TETAP
	EXTRACOMPTABLE(Rp)
	ASET LAIN – LAIN (Rp)

	A.
	Tanah


	949,375.217,38
	0
	0

	B.
	Peralatan Dan Mesin
	1.218.074.315,29
	16.087.000,00
	0

	C.
	Gedung Dan Bangunan
	1.499.916.000,00
	0
	0

	D.
	Jalan, Irigasi, Dan Bangunan
	39.996.000,00
	0
	0

	E.
	Aset Tetap Lainnya
	0
	0
	0

	F.
	Konstruksi Dalam Pengerjaan
	0
	0
	0

	G.
	Aset Tidak Berwujud
	0
	0
	123.755.000,00

	JUMLAH
	3.707.362.532,67
	16.087.000,00
	123.755.000,00

	TOTAL
	3.847.204.532,67










1.5   LANDASAN HUKUM
	Laporan Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Soppeng Tahun 2019 ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :
1. 	Undang – Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi dan Nepotisme
2.	Undang- Undan No. 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
3.	Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
4.	Perarturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun  2007  tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
5.	Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
6.	Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
7.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
1.6   SISTEMATIKA PENULISAN
		Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman  Kabupaten Soppeng  tahun 2020 sebagaimana  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja , Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :
1. Bab Pendahuluan 
Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama ( strategic issue ) yang sedang dihadapi organisasi . Bab ini terdiri atas:
	a. Latar belakang
	b. Tugas Pokok dan Fungsi
	c.  Landasan Hukum
	d.  Sistematika Penulisan
2.    Bab Perencanaan Dan Perjanjian Kinerja
Pada Bab ini berisi ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan
3.    Bab Akuntabilitas Kinerja
	a.	   Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini berisi disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi . Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:
1). Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
2). Membandingkan antara  realsiasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
3). Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini  dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
4). Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional ( Jika ada )
5). Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
6). Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
7). Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
b.	Realisasi Anggaran 
		Pada sub ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi  sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
4.    Bab Penutup
		Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa  mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
5.    Lampiran
	Lampiran pada Laporan Kinerja ini terdiri dari:
a.	Lampiran pertama berupa dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan  dan Kawasan Permukiman Tahun 2020
b.	Lampiran kedua berupa Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2020
C.	Matriks Renstra
d.	Laporan Realisasi Anggaran 2020 (LRA)



BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

2.1  	TUJUAN DAN SASARAN
Untuk merealisasikan misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tersebut perlu ditetapkan tujuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Soppeng dalam kurun waktu lima (5) tahun ke depan. Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Soppeng.
Sedangkan Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik,
terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.
Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2016-2021 , Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Soppeng dilakukan dengan mereview dan menganalisa tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dalam rancangan awal RPJMD untuk selanjutnya dikaitkan dengan tugas dan fungsi SKPD. Adapun tujuan dan sasaran RPJMD Kab.Soppeng 2016-2021 :

























TABEL 2.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Soppeng

	No
	Tujuan
	Sasaran
	Indikator Sasaran
	Kondisi Awal
	Target Akhir

	
	Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan dasar pada SPM perumahan rakyat

Menyelenggarakan infrastruktur perumahan dan permukiman yang terpadu dan berkelanjutan

Mewujudkan tertib administrasi kepemilikan dan penguasaan tanah






Meningkatkan kinerja aparatur dalam pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan di dinas perumahan dan kawasan pemukiman

	Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur perumahan dan pemukiman

Meningkatnya kualitas dan kuantitas PSU perumahan



Terciptanya pelayanan pertanahan yang berkualitas dan profesional






Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan
	Persentase rumah layak huni



Persentase Lingkungan Kumuh


Berkurangnya Jumlah Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan 

Penyediaan persetifikatan tanah aset pemerintah kabupaten 


Persentase Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah
	79.86




25 %



8 Kasus





2 Bidang





100%
	87,71 %




45 %



1 Kasus






100





100%












TABEL 2.2
Program untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2020

	No.
	SASARAN
	PROGRAM

	1
	Meningkatnya Kapasitas dan kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman
	Program Pengembangan Perumahan

	2
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas PSU perumahan
	Program Pengembangan Kawasan Permukiman

	3
	Terciptanya pelayanan pertanahan yang berkualitas
	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanahs dan profesional

	
	
	Program Penyelesaiaan Konflik-Konflik Pertanahan

	4
	Meningkatnya Efektivitas Dan Efisiensi Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan
	Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur

	
	
	Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan

	
	
	Program Perencanaan, Penganggaran. Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah






















2.2   	PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian Kinerja ( PK ) merupakan dokumen pernyataan / kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi . Dokumen ini membuat sasaran strategis , indikator kinerja , dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja ( PK ) 2020 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA , Rencana Kerja ( RENJA ) 2020 , IKU dan APBD. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telah menetapkan Perjanjian Kinerja ( PK ) sebagai berikut

TABEL 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2020

	No.
	SASARAN
	INDIKATOR KINERJA
	TARGET

	1
	Meningkatnya Kapasitas dan kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman
	Persentase rumah layak huni
	87,71%

	2
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas PSU perumahan
	Persentase lingkungan kumuh
	              45%

	3
	Terciptanya pelayanan pertanahan yang berkualitas dan profesional
	Berkurangnya Jumlah Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan (Kasus)
	1 kasus

	
	
	Penyediaan Dan Persertifikatan Tanah Asset Pemerintah Kabupaten (Bidang)
	100 bidang

	4
	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan
	Persentase capaian Indikator Kinerja Utama ( IKU ) perangkat daerah
	100%








Lampiran Perjanjian Kinerja
	NO
	PROGRAM
	ANGGARAN

	1.
	Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan
	Rp. 316.182.500,-

	2.
	Program Perencanaan , Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah
	Rp. 62.800.000,-

	3.
	Program Pengembangan Perumahan
	Rp. 3.435.600.000,-

	4.
	Program Pengembangan Kawasan Permukiman
	Rp. 0,-

	5.
	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah
	Rp. 40.850.000,-

	6.
	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
	Rp. 2.450.000,-

	JUMLAH
	Rp. 3.857.882.500,-



[bookmark: _GoBack]

2.3 	  INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )

Indikator Kinerja Utama ( IKU ) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telah menatapkan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) sebagai berikut :

TABEL 2.4
Indikator Kinerja Utama ( IKU )
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

	NO.
	INDIKATOR KINERJA UTAMA
	SATUAN
	
RUMUS
	PENANGGUNG
JAWAB
	SUMBER DATA

	1
	Persentase Rumah Layak Huni
	%
	

	Bidang Perumahan dan PSU
	Data persentase rumah layak huni

	2
	Persentase Lingkungan Kumuh
	%
	

	Bidang Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
	Data lingkungan Kumuh

	3
	Jumlah sengketa, konflik, dan perkara pertanahan yang diselesaikan
	Kasus
	 

	Bidang Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
	Kasus konflik pertanahan






2.4 	PROGRAM DAN KEGIATAN
Program dan Kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis ( Renstra ) satuan kerja perangkat daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2016 – 2021 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng, seperti yang dijabarkan pada table di bawah ini :




TABEL 2.5
Program dan Kegiatan yang Ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

	NO.
	Program dan Kegiatan 
	Keterangan

	1
	Program pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan
	 

	 
	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultansi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya
	 

	 
	- Penyediaan jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik
	 

	
	-  Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
	

	 
	- Penyediaan layanan kebersihan kantor
	 

	 
	- Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
	 

	 
	- Penyediaan peralatan rumaha tangga
	 

	 
	- Penyediaan bahan logistik kantor
	 

	 
	- Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
	 

	 
	- Pengadaan kendaraan dinas / opersional
	 

	 
	- Pengadaan perlengkapan gedung kantor
	 

	
	- Pengadaan peralatan gedung kantor
	

	 
	- Pemeliharaan rutin  / berkala gedung kantor
	 

	 
	- Pemeliharaan rutin / berkala kendaran dinas / opersional
	 

	 
	- Pemeliharaan Rutin / berkala perlengkapan gedung kantor
	 

	2
	Program prencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Daerah
	 

	 
	- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD
	 

	 
	- Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
	 

	 
	- Penyusunan Standar Operasional Prosedur ( SOP )
	 

	 
	- Penyusunan Standar Pelayanan Minimal ( SPM )
	 

	 
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan, dan Penganggaran
	 

	 
	- Penyusunan Dokumen Pelaporan Kinerja
	 

	 
	- Penyusunan dokumen pelaporan keuangan
	 

	 
	- Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi
	 

	3
	Program Pengembangan Perumahan 
	 

	 
	- Pembangunan/ Perbaikan rumah sehat layak huni
	 

	 
	- Rehabilitasi rumah korban bencana
	 

	 
	- Penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (  RP3KP )
	 

	 
	- Pendataan Rumah tidak layak huni dan masyarakat berpenghasilan rendah ( MBR )
	 

	 
	- Sosialisasi peningkatan kualitas rumah layak huni
	 

	4
	Program Pengembangan Kawasan Permukiman
	 

	 
	- Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum ( PSU )
	 

	 
	- Pembuatan Profil Kawasan Kumuh
	 

	 
	- Perencanaan Kawasan Perumahan di Sekitar Sungai dan Danau
	 

	5
	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah
	 

	 
	- Pengadaan Tanah pemakaman umum, taman, dan tempat pengelolaan sampah
	 

	 
	- Penataan , Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah
	 

	6
	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
	 

	 
	- Pembinaan/Penyelesaian konflik -konflik pertanahan
	 



2.4 ALOKASI ANGGARAN
Alokasi Anggaran Per Sasaran Tahun Anggaran 2020 tercantum dalam table berikut :
TABEL 2.6
Alokasi Anggaran PerSasaran Tahun Anggaran 2020

	No.
	SASARAN
	PROGRAM
	ANGGARAN

	1
	Meningkatnya Kapasitas dan kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman
	Program Pengembangan Perumahan
	Rp                 3.440.900.000

	2
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas PSU perumahan
	Program Pengembangan Kawasan Permukiman
	Rp                     80.350.000

	3
	Terciptanya pelayanan pertanahan yang berkualitas
	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanahs dan profesional
	Rp                     40.850.000

	
	
	Program Penyelesaiaan Konflik-Konflik Pertanahan
	Rp                       2.450.000

	4
	Meningkatnya Efektivitas Dan Efisiensi Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan
	Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan
	Rp                       420.580.000

	
	
	Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah
	Rp                       64.250.000





BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1	CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
		Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Soppeng.
		Dengan berdasarkan pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yakni  Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian petunjuk teknis pelaksanaannya dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja , Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
		Agar dapat memberikan gambaran capaian sasaran – sasaran berdasarkan indikator yang telah ditetapkan berikut disajikan table pencapaian kinerja setiap sasaran strategis ( Tabel 3.1)
Tabel 3.1
Capaian Sasaran Strategis dari Pengukuran Indikator Kinerja

	No.
	Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja
	Satuan
	Target
	Realisasi 2020
	Capaian

	1
	Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman
	Persentase rumah layak huni
	%
	87,71 %
	95,5 %
	113,4 %

	2
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas PSU Perumahan
	persentase lingkungan kumuh
	%
	45 %
	0,06 %
	0,13%

	3
	Terciptanya pelayanan pertanahan yang berkualitas dan profesional
	Berkurangnya Jumlah sengketa, konflik dan perkara pertanahan (Kasus)
	Kasus
	3
	1
	33,33%

	
	
	Jumlah sertifikat tanah pemerintah yang diterbitkan
	bidang
	200
	-
	O%-

	4
	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan
	Persentase capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah
	%
	100%
	100 %
	 100%






Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Soppeng telah dapat melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawab organisasi . Tingkat capaian sasaran strategis dari 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan dapat dilihat pada Tabel 3.1 
	Kegiatan merupakan tindakan konkrit yang dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu ) tahun dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan dengan mengacu kepada kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Jumlah seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Soppeng  pada tahun anggaran 2020 sebanyak 22 (dua puluh dua ) kegiatan dari 6 (Enam) Program yang ada pada Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Soppeng, pada tahun 2020m secara keseluruhan telah dilakukan evaluasi.
	Dalam pelaksanaannya ,Dinas perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki indikator sasaran sebanyak 4 ( Empat ) Sasaran, dengan Uraian lebih lanjut sebagai berikut :
1. Sasaran 1 : Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman
Realisasi Jumlah Rumah Layak Huni
a. Evaluasi realisasi terhadap target tahun 2020
Evaluasi capaian indikator kinerja terhadap target tahun 2020 pada sasaran Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman Realisasi Jumlah Rumah Layak Huni dapat dilihat pada table berikut :
Tabel 3.2
Evaluasi Realisasi Terhadap Target Tahun 2020

	NO.
	Indikator Kinerja
	Kondisi Awal
	TargetTahun 2020
	Realisasi Tahun 2020
	Capaian Tahun 2020

	1
	Persentase Rumah Layak Huni
	77,52%
	87,71  %
	 95,5%
	113,4%




Penghitungan Dalam Capaian Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Berdasarkan table 3.2 diatas terlihat bahwa capaian indikator kinejra persentase rumah layak huni tahun 2020 melebihi target dengan nilai capaian sebesar 113,4%, Yang diperoleh dari perbandingan antara realisasi tahun 2020 sebesar 95,5% dengan target sebesar 87,71%.
Realisasi indikator persentase rumah layak huni diperoleh berdasarkan data yang dihimpun dari bidang Perumahan dan PSU yaitu perbandingan antara Jumlah realisasi tahun 2020 sebesar 202 unit rumah dengan target rumah layak huni Tahun 2020 sebesar 203 unit rumah dengan formula sebagai berikut :

    202 unit
    203 unit
99,5%
100
100
 Realisasi Tahun 2020
   TargetTahun 2020

				


Jumlah rumah layak huni Tahun 2020 targetnya 203 unit rumah sedangkan realisasinya 202 unit rumah.

Untuk evaluasi capaian indikator kinerja terhadap tingkat sasaran dapat dilihat di table

Gambar. 1.1 
Diagram perbandingan realisasi dengan target tahun 2020 
untuk indicator Persentase Rumah Layak Huni





b. Evaluasi realisasi tahun 2020 terhadap tahun sebelumnya.

Evaluasi capaian indikator kinerja terhadap  realisasi tahun sebelumnya pada sasaran Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman Realisasi Jumlah Layak Huni dapat dilihat pada table berikut :








Tabel 3.4
Evaluasi Realisasi Tahun 2020 terhadap Tahun sebelumnya

	NO.
	Indikator Kinerja
	Realisasi

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	Persentase Rumah Layak Huni
	20 unit
	36 unit
	84 unit
	203 unit



Dari table diatas dapat dilihat bahwa realisasi tahun 2020 lebih besar 203 unit rumah dari tahun sebelumnya atau lebih kecil 84 unit rumah, dimana data tersebut diperoleh dari bidang Perumahan dan PSU yang menangani program / kegiatan terkait indicator sasaran tersebut.
	Untuk detail mengenai perbandingan realisasi dapat dilihat pada diagram berikut :

Gambar. 1.2
Diagram Perbandingan Realisasi Tahun 2017-2020
untuk Realisasi Rumah Layak Huni



	
Capaian atau realisasi 

· Tahun 2017 20 unit rumah
· Tahun 2018 36 unit rumah
· Tahun 2019 84 untit rumah
· Tahun 2020 203 unit rumah
 
Dari diagram diatas terlihat tren kenaikan realisasi cukup tinggi dengan nilai rata-rata realisasi adalah sebesar 241%.

c. Evaluasi realisasi tahun 2020 terhadap target akhir Renstra pada tahun 2021
Evaluasi capaian indikator kinerja terhadap target akhir Renstra pada tahun 2021 pada sasaran meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman Realisasi jumlah Rumah Layak Huni dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.6
Evaluasi Realisasi Tahun 2020 Terhadap Target 
Akhir Renstra Tahun 2020/1

	NO.
	Indikator Kinerja
	Realisasi Tahun 2020
	Target Tahun 2021
	Capaian 2020 terhadap target akhir renstra

	1
	Persentase Rumah Layak Huni
	95,5%
	89.9 %
	94,13%



	Dilihat dari tabel diatas realisasi Tahun 2020 adalah 95,5% sedangkan dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2021 adalah 89,9%.
Maka tingkat capaian adalah 94,13% tingkat capaian tersebut mengalami peningkatan sebesar 4,23%, perhitungan (94,13 – 89,9 = 4,23% ).
Gambar 1.2
	


d. Evaluasi Faktor Yang Mempengaruhi Capaian Kinerja dan Solusi Alternatif Masalah Yang Dihadapi
· Dilihat dari target kinerja persentase rumah tidak layak huni Tahun 2020 sebesar 89,9% dan realisasi anggaran Tahun 2020 adalah 99,38%.
Artinya dari data tersebut ada pentingkatan -1,37%, perhintungan (94,13% - 95,5% = -1,37%)

Dilihat dari  target kinerja persentase rumah layak huni tahun 2020 sebesar 87,71%, dan terealisasi anggaran sebesar 99,38%. Artinya, pencapaian kinerja adalah 11,67% , maka pencapaian indikator kinerja “Persentase Rumah Layak Huni” bisa dilihat dalam beberapa data berikut ini :
14. Realisasi untuk Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 109 unit. Dalam capaian tersebut, rehabilitasi rumah tidak layak huni yang dilakukan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Soppeng melalui Program Pengembangan Perumahan dengan kegiatan Pembangunan/Perbaikan Rumah Sehat Layak Huni yang menggunakan anggaran APBN (DAK) sebanyak 109 unit, dana tersebut diserahkan dalam bentuk uang. 
Adapun jumlah Anggaran sebesar Rp. 17.500.000 yang diterima per rumah, dengan rincian sebagai berikut :
· Rp. 15.000.000 Untuk Pembelian Bahan Baku Bangunan
· Rp. 2.500.000 Untuk Pembayaran Gaji Tukang
Pembangunan / Perbaikan Rumah Sehat Layak Huni diserahkan  kepada masyarakat yang bertempat di Kecamatan Marioriawa dengan rincian sebagai berikut :
· Attang Salo sebanyak 26 Unit
· Batu – Batu sebanyak 19 Unit
· Desa Limpomajang sebanyak 32 Unit
· Kaca sebanyak 32 Unit
Dan Penerima tersebut telah di keluarkan SK Bupati Soppeng dengan NO 491/IX/2020,
Tentang : Penerima   Bantuan Rumah Swadaya berupa Uang, Tgl 8/9/2020

Sedangkan untuk anggaran APBD yaitu sebesar Rp. 10.000.000,-  diterima untuk setiap rumah yang digunakan untuk pembelian bahan baku. Adapun daftar nama wilayah yang menerima Belanja Barang yang diserahkan untuk Masyarakat adalah sebagai berikut :

	NO
	DESA / KELURAHAN
	TARGET
	REALISASI

	1
	KEL. LEMBA
	15
	13

	2.
	DESA GANRA
	12
	12

	3.
	KEL. GALUNG
	12
	12

	4.
	DESA TIMUSU
	11
	11

	5.
	DESA MACANRE
	15
	12

	6.
	DESA SERING
	5
	5

	7.
	DESA PATTOJO
	25
	24

	8.
	DESA TINCO
	1
	1

	9.
	DESA BULU’E
	3
	3

	10
	DESA LABOKONG
	3
	3


		
Dari target 100 unit rumah, yang terealisasi sebanyak 96 unit rumah.

		Ada 4 (Empat) unit rumah yang tidak dapat terealisasi. Dari Kelurahan Lemba sebanyak dua orang, atas nama Mardawiah tidak dapat menerima dengan alasan rumah warga tersebut telah direhabilitasi, dan yang satunya pun tidak menerima karena telah meninggal dunia.
	Sementara dua orang lainnya dari Desa Macanre tidak dapat menerima karena alasan tidak sanggup untuk berswadaya dan tidak adanya tukang yang bias membantu pembangunan rehabilitasi rumah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator kinerja persentase rumah layak huni adalah sebagai berikut :
0. Adanya perencanaan yang tepat sasaran
0. Program Pengembangan Perumahan terlaksana dengan baik 
0. Melibatkan partisipasi masyarakat sebagai pelaksana dalam bentuk swadaya dan gotong royong

Adapun permasalahan atau hambatan sebagai berikut :
1.  Pendataan dan verifikasi penerima bantuan masih perlu didukung dengan ketersediaan regulasi yang lebih detail yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan sebagai alat pengendali penerima bantuan rumah layak huni yang tepat sasaran
2.    Masih kurangnya kelompok masyarakat dalam menyiapkan dokumen-dokumen administrasi kegiatan sehingga masih diperlukan pelatihan dan bimbingan.

Solusi atau alternatif yang diambil dalam mengatasi masalah adalah sebagai berikut :
1. Perlu ada data yang akurat untuk para penerima bantuan perumahan sehingga dapat terlaksananya dengan tepat waktu dan tepat sasaran.
2. Perlu dilaksanakan pelatihan dan bimbingan dalam menyiapkan dokumen para penerima bantuan dalam hal pelaksanaan kegiatan rumah tidak layak huni sudah di upayakan secara optimal oleh penerima bantuan namun dari proses pelaksanaannya, dengan adanya masalah yang timbul, pemerintah lebih banyak memberikan masukan dan saran tanpa adanya tindakan yang nyata dalam hal ini bisa dikatakan keseriusan untuk mengatasinya demi keberhasilan kegiatan ini. 

e. Evaluasi Program dan Kegiatan pendukung pencapaian sasaran.

	Upaya pencapaian sasaran pertama “Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman” untuk tahun 2020 didukung oleh program Pengembangan Perumahan dengan 3 (tiga) Kegiatan yaitu :

1. Pembangunan / Perbaikan Rumah Sehat Layak Huni.
2. Rehabilitasi Rumah Korban Bencana.
3. Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan
Kawasan Permukiman (RP3KP).

Alokasi anggaran untuk program pemgembangan perumahan Rp. 3.435.600.000,- dengan realisasi Rp. 3.414.489.150,-  atau persentase 99,38% dengan realisasi 202 rumah adapun uraian masing-masing kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pembangunan / Perbaikan Rumah Sehat Layak Huni dengan anggaran Rp. 3.354.700.000,- dengan realisasi Rp. 3.333.753.250,- persentase 99,37% dengan target 203 unit rumah dan realisasi fisik 202 unit rumah atau dengan persentase 99,5%.
2. Kegiatan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dengan anggaran Rp. 25.150.00,- dengan realisasi anggaran Rp. 25.149.900,- atau 99,99% dengan target 20 rumah dan terealisasi 26 unit rumah persentase 130%.
3. Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) dengan anggaran Rp. 55.750.000 dengan target 1 dokumen,  dengan realisasi anggaran Rp. 55.586.000,- persentase 99,70%.

f. Analisis efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Berdasarkan keterkaitan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran serta capaian dari indicator maka dapat di lakukan analisis terhadap efisiensi yang dicapai terkait sasaran strategis pertama “Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman” untuk tahun 2020 dengan uraian sebagaimana pada berikut :

Tabel 3.7
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

	NO.
	Indikator Kinerja
	Capaian Kinerja
	Realisasi Anggaran
	Efisiensi
	Ket

	1
	Persentase Rumah Layak Huni
	113,4%
	99,38%
	87,63%
	Efisien


	
	Dari tabel diatas terlihat bahwa pencapaian sasaran “Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman” Menunjukkan adanya efisiensi penggunaan sumber daya dimana capaian kinerja lebih besar dari realisasi anggaran dengan nilai sebagai berikut :
Capaian kinerja – realisasi anggaran = 113,4% - 99,38% = 14,02%
Persentase rumah sehat layak huni tahun 2020 adalah 95,5 / 89,9 x 100 = 106,2

2. Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas PSU Perumahan
a. Evaluasi realisasi terhadap target tahun 2020
Evaluasi capaian indikator kinerja terhadap target tahun 2020 pada sasaran Meningkatnya kualitas dan Kuantitas PSU Perumahan dapat dilihat pada tabel berikut
Tabel 3.8
Evaluasi Reaslisasi Terhadap Target 2020

	NO.
	Indikator Kinerja
	Kondisi Awal
	Target
 Tahun 2020
	Realisasi Tahun 2020
	Capaian Tahun 2020

	1
	Persentase Lingkungan Kumuh
	51,43 %
	45%
	0,06%
	0,13%



Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa terjadi peningkatan penanganan persentase lingkungan kumuh dari target 45% menjadi 0,06% dengan capaian sebesar 0,13% target, Realisasi dan capaian tersebut diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut :












Bahwa realisasi persentase lingkungan kumuh tahun 2020 sebesar 0,861 km2 sudah melebihi luas kumuh sesuai data awal tahun 2016 sebesar 0,00949 km2 karena adanya penambahan luas wilayah kumuh menjadi 0,9785 km2 diseluruh wilayah kab.soppeng sesuai SK Bupati Soppeng nomor : 664/x/2019. Sehingga luas wilayah kumuh tahun 2020 sebesar 0,8681 km2 .

Indikator kinerja  persentase lingkungan kumuh tahun 2020 yaitu :

· Target Tahun 2020 adalah 45%
· Realisasi Tahun 2020 persentase 0,06% perhintungan (0,8681 / 1.500 x 100 = 0,06%).
· Capaian Tahun 2020 persentase 0,13% perhintungan (0,06 / 45 x 100 = 0,13%).

Target Renstra 2016 – 2021
Untuk mendapatkan target tahun 2020 atau 45%
Target : Luas Kawasan Kumuh Tahun 2016 = 0,03 Ha (Luas Kumuh).

0,009 / 1.500 x 100 = 0,0006%

Target tahun 2016  = 30%
0,03Ha x 30% = 0,0009Ha (Luas Kumuh Yang Tersisa)

Realisasi sebagai berikut :
· Sesuai yang di tangani di lapangan tahun 2018  adalah 0,5525 Ha
· Sesuai yang di tangani di lapangan tahun 2019 adalah 0,9785 Ha
· Sesuai yang di tangani di lapangan tahun 2020 adalah 0,8681 Ha

Jadi realisasi tahun 2020 adalah :
0,8681 / 1.500 x 100 = 0,058%






Tabel 3.9
Evaluasi Realisasi Tahun 2020 Terhadap Tahun Sebelumnya

	NO.
	Indikator Kinerja
	Realisasi

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	Persentase Lingkungan Kumuh
	 0,0007%
	0,036%
	0,065%
	0,058%


	
	Dari tabel diatas realisasi pada tahun 2020 adalah 0,06%
	Dilihat dari 4 tahun trakhir capaian kinerja tidak terlalu tinggi dapat diihat sebagai berikut :
· Tahun 2017 persentase 0,0007%
· Tahun 2018 persentase 0,036%
· Tahun 2019 persentase 0,065%
· Tahun 2020 persentase 0,06%
Antara Tahun 2017 – 2018 adalah 0,0353%
Antara Tahun 2019 – 2020 adalah 0,005%

Gambar 2.1
Program perbandingan Realisasi Tahun 2017 – 2020
Untuk Persentase Luas Lingkungan Kumuh



Tabel 4.1
Evaluasi Realisasi Tahun 2020 Tehadap Terget Akhir Renstra Tahun 2021

	NO.
	Indikator Kinerja
	Realisasi Tahun 2020
	Target Tahun 2021
	Realisasi Capaian

	1
	Persentase Lingkungan Kumuh
	0,06%
	45%
	0,13%



Dilihat dari tabel diatas realisasi tahun 2020 adalah 0,06% dibandingkan dengan terget akhir Renstra tahun 2021 adalah 45%.
Maka tingkat capaiannya adalah 0,13%
0,06 / 45  x 100 = 0,13
b. Analisis faktor yang mempengaruhi capaian kinerja dan solusi alternatif masalah yang dihadapi

Hal / faktor yang mempengaruhi dari capaian kinerja untuk persentase lingkungan kumuh adalah :

1. Keterbatasan anggaran alokasi umum perumahan dan keterbatasan lahan pengembangan perumahan.
2. Belum lengkapnya database terkait kawasan kumuh untuk skala kabupaten maupun perkotaan.

Solusi alternatif permasalahan adalah :
1. Ketersediaan alokasi anggaran untuk lingkungan kumuh.
2. Database yang lengkap yang mendukung data lingkungan kumuh.

c. Analisis Program dan Kegiatan pendukung pencapaian sasaran

	Program dan sasaran “Peserntase Lingkungan Kumuh” adalaj Prgoram Pengembangan  Kawasan Permukiman dengan 1 (satu) kegiatan yaitu : 
1. Pengembangan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.

Anggaran untuk program dan kegiatan ini telah di rasionalisasikan akibat dampak Covid-19.





Tabel 4.2
Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
	
No.
	Indikator Kinerja
	Capaian Kinerja ( % )
	Realisasi Anggaran ( % )
	Efisiensi (%)
	Ket.

	1
	Persentase Lingkungan Kumuh
	0,13%
	-
	-
	 -



Untuk kegiatan Pengembagan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum anggaran yang ada di DPA dinas perumahan dan Kawasan Permukiman Rp. 80.350.000,- akan tetapi dana untuk kegiatan ini di rasionalisasikan, Meskinpun demikian capaian kinerja untuk tahun ini realisasinya karena ada dana dari program APBN yang menangani.
3. Sasaran 3 : Terciptanya pelayanan pertanahan yang berkualitas dan profesional
Tabel 4.3
Evaluasi Realisasi Terhadap Target Tahun 2020

	NO.
	Indikator Kinerja
	Kondisi Awal
	Target Tahun 2020
	Realisasi Tahun 2020
	Capaian 2020

	1
	 Jumlah Sengketa , konflik , dan perkara pertanahan
	8 kasus
	7 Kasus
	3 kasus
	3 Kasus

	2
	Jumlah sertifikat tanah pemerintah yang terbit
	2 bidang
	1 bidang
	-
	100 Bidang



	Dari data/table diatas, maka jumlah kasus untuk tahun 2020 terlaksanakan 3 kasus yakni :
1. Lapangan Sepak Bola (Pacongkang)
2. Kantor Kelurahan Appananag (Kec. Lilirilau)
3. SD 254 Mappatogai (Kec. Liliaja)

Jumlah sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang ditarget untuk tahun 2020 ada 7 kasus yang terselesaikan 3 kasus, untuk evaluasi capaian indikator kinerja terhadap tingkat sasaran dapat dilihat ditabel dibawah ini :








Gambar 3.1
Capaian Indikator Kinerja Terhadap Terget Sasaran

	


Tabel 4.5
Realisasi Tahun 2020 Terhadap Tahun Sebelumnya
	
	NO.
	Indikator Kinerja
	Capaian

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	 Jumlah Sengketa , konflik , dan perkara pertanahan
	2 Kasus
	2 Kasus
	1 Kasus
	3 Kasus

	2
	Jumlah sertifikat tanah pemerintah yang terbit
	
	
	
	



Dari table diatas realisasi pada tahun 2020 adalah 3 kasus dilihat dari 4 tahun nilai rata-rata capaiannya adalah
1. Tahun 2017 Realisasi 2 Kasus
2. Tahun 2018 Realisasi 2 Kasus
3. Tahun 2019 Realisasi 1 Kasus
4. Tahun 2020 Realisasi 3 Kasus

Antara Tahun 2017-2018 = 2 kasus diselesaikan
Antara Tahun 2018-2020 = 1 kasus menjadi 3 kasus






Gambar 3.2
Diagram Perbandiangan Realisasi Tahun 2017-2020
Untuk Jumlah Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan

	



	Tabel 4.7
Evaluasi Realisasi Tahun 2020 Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2021
	
	NO
	INDIKATOR KINERJA
	Realisasi 
Tahun 2020
	Target Akhir Tahun 2021
	Realisasi Capaian

	1
	Jumlah sengketa konflik dan pertanahan
	3 Kasus
	1 Kasus
	33,34%

	2
	Jumlah sertifikat tanah pemerintah yang terkait
	-
	100 Bidang
	-




Dilihat dari table diatas tahun 2020 adalah 3 kasus sedangkan dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2021 adalah 1 kasus, maka target capaiannya adalah 33,34%.


	Analisis faktor yang mempengaruhi dan solusi alternative masalah yang dihadapi

1. Analisa penyebab/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja alternative solusi yang telah dilakukan.

Dilihat dari capaian sengketa, konflik dan pertanahan tahun 2020 adalah terealisasi 3 kasus, sedangkan target akhir Renstra 1 kasus.

Untuk tahun 2020 ini target 7 kasus dan terealisasi 3 kasus yaitu :
· Lapangan Sepak Bola Pacongkang (kec. Liliriaja)
· Kantor Kel. Appanang (Kec. Lilirilau)
· SD 254 Mappatongai (Kec. Liliriaja / Desa Baringeng)

Khusus untuk indikator kinjera jumlah sertifikat tanah pemerintah yang terbit telah dipindahkan anggaranya ke BPKPD jadi pencapaian kinerja pada tahun ini sudah tidak ada lagi.

Permasalahan sebagai berikut: 
· Permasalahan atau kasus pertanahan yaitu distribusi kepemilikan tanah yang tidak merata dan beragamnya bukti kepemilikan tanah yang belum terdaftar (Bersertifikat).
· Penertiban administrasi pengelolaan asset tanah pemerintah.

Solusi sebagai berikut :
· Agar tanah yang menjadi hak miliknya supaya dibuatkan sertifikat.
· Penertiban pengelolaan asset pemerintah diperketat.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun pencapaian sasaran

	Program yang mendukungnya ini adalah program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan anggaran Rp. 40.850.000,- terealisasi Rp. 36.000.000,- dan persentase 88,12%.

Adapun kegiatannya adalah pembinaan/penyelesaian konflik-konflik pertanahan dengan anggaran Rp. 40.850.000,- terealisasi Rp. 36.000.000,- dan persentase 88,12% dengan target 7 kasus yang terselesaikan 3 kasus yaitu :
· Lapangan Sepak Bola Pacongkang (kec. Liliriaja)
· Kantor Kel. Appanang (Kec. Lilirilau)
· SD 254 Mappatongai (Kec. Liliriaja / Desa Baringeng)


Tabel 4.8
Analisis atau efisiensi penggunaan Sumber Daya

	
No.
	Indikator Kinerja
	Capaian Kinerja ( % )
	Realisasi Anggaran ( % )
	Efisiensi (%)
	Ket.

	1
	Jumlah Sengketa , konflik , dan perkara pertanahan
	233,3%
	88,12%
	145,18%
	Tidak Efisien

	2
	Jumlah sertifikat tanah pemerintah yang terbit
	-
	-
	-
	-



Dari data diatas bahwa jumlah sengketa, konflik dan perkara pertanahan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Realisasi anggaran Tahun 2020
	
	Maka capaian kinerja adalah 233,3%
	Maka realisasi anggaran adalah 88,12% / 145,18% (tidak efisien)

4. Sasaran 4 : Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pemenuhan pendukung penyelenggaraan Urusan
 Tabel 4.8
Evaluasi Realisasi Terhadap Target Tahun 2020

	NO.
	Indikator Kinerja
	Kondisi Awal
	Target 
Tahun 2020
	Realisasi Tahun 2020
	Capaian Tahun 2020

	1
	Persentase capaian indikator kinerja perangkat daerah
	100 %
	100  %
	85,63 %
	85,63 %



Dilihat dari tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa realisasi tahun 2020 sebesar 85,63 % dari target tahun akhir renstra.

Indikator kinerja Renstra Tahun 2020 meningkat pada tahun 2019 perhitungan dalam capaian tahun 2020 adalah :



Jumlah “Persentase Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah” Tahun 2020 targetnya 100% dan realisasi 85,63%.

Untuk evaluasi capaian indikator kinerja terhadap target sasaran dapat dilihat ditabel dibawah ini.














Gambar 4.1



Tabel 5.0
Evaluasi Realisasi Tahun 2020 Terhadap Tahun Sebelumnya

	NO.
	Indikator Kinerja
	Realisasi

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	 Persentase Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah
	100%
	100%
	38,12%
	85,63



Dari table diatas realisasi Tahun 2020 adalah 85,63 dilihat dari 4 Tahun nilai rata-rata capaianya sebagai berikut :
· Tahun 2017 realisasi 100%
· Tahun 2018 realisasi 100%
· Tahun 2019 realisasi 38,12%
· Tahun 2020 realisasi 85,63%
Antara Tahun 2017 – 2018 = sama-sama 100%, sedangkan tahun 2019 turun menjadi 28,12% ( Hal ini terjadi di karenakan banyak anggaran yang telah dicairkan ), sedangkan Tahun 2020 meningkat 47,51%.



Gambar 4.2
Diagram Perbandingan Realisasi Tahun 2017 – 2020 
Persentase Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah




Tabel 5.2
Evaluasi Realisasi Tahun 2020 Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2020

	NO.
	Indikator Kinerja
	Realisasi Tahun 2020
	Target Tahun 2021
	Realisasi Capaian

	1
	Persentase capaian indikator kinerja perangkat daerah
	85,63 %
	100%
	85,63%



Dilihat dari table diatas pada tahun 2020 adalah 85,63% dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2021 adalah 100%, maka tingkat capaian 85,63%.
Analisis faktor yang mempengaruhi capaian kinerja dan solusi alternative masalah dihadapi
1. Realisasi Tahun 2020 ini adalah 85,63%
2. Capaian sampai tahun ini, jika dibandingkan dengan target. Hal ini di sebabkan karena kurangnya efisiensi aparatur dalam pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan adanya pengurangan dana untuk kegiatan akibat dari rasionalisasi Covid-19.
Solusi alternative masalah yang dihadapi yaitu :
1. Agar semua kegiatan dalam program pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan agar sedapat mungkin dapatt diatur pencapian dananya.
2. Dana yang ada pada DPA Dinas perumahan dan Kawasan permukiman diatur penggunaanya, agar kegiatan yang lain saling mendukung (Dapat digeser dan dipindahkan pada kegiatan lain yang mendesak)
Analisis Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun pencapaian sasaran
Program yang mendukung adalah program pemenuhan pendukung penyelenggara urusan dengan 13 kegiatan yang di rasionalisasikan 3 kegiatan menjadi 10 kegiatan yang ada dengan anggaran Rp. 3.16.182.500,- dengan realisasi Rp. 305,594,088 dengan persentase 96,65% terdiri dari atas kegiatan :
1. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik dengan anggran Rp. 55.460.000,- terealisasi Rp. 50.425.938 dan persentase 90,92%, target 12 bulan dengan persentase 100%.
2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / oprasional dengan anggaran Rp. 5.000.000 realisasi Rp. 1.638.750,- dan persentase 32,77% dengan target 2 unit roda 4 dan 1 unit roda 2 dan persentase 100%.
3. Penyediaan layanan kebersihan kantor dengan anggaran Rp. 17.400.000,- dengan realisasi Rp. 17.399.000,- atau 99,99% dengan target 8 jenis dan persentase 100%.
4. Penyediaan komponen intalasi listrik / penerangan bangunan kantor dengan anggaran Rp. 2.000.000,- terealisasi Rp. 2.000.000,- atau 100%, dengan target 3 jenis dan persentase 100%.
5. Penyediaan peralatan rumah tangga dengan anggaran Rp. 4.675.000,- terealisasi Rp. 4.675.000,- atau 100% dengan target 10 jenis, dengan persentase 100%.
6. Penyediaan bahan logistik kantor dengan anggaran Rp. 2.040.000,- terealisasi Rp. 1.280.000,- atau 62,74%, dengan target 9 kali atau 75%.
7. Rapat – rapat koordinasi dan kunsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya dengan anggaran Rp. 64.707.900,- terealisasi Rp. 64.612.400,- atau 99,8%, dengan target 700 kali dengan terealisasi 2014 kali tau 30,57%.
8. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dengan  dana Rp. 122.665.000, terealisasi Rp. 120.729.000,- atau 98,90% dengan target 11 paket yang terealisasi 11 paket dengan persentase 100%.
9. Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas oprasional dengan anggaran Rp. 39.684.600, terealisasi Rp. 39.684.000,- atau 99,99% dengan target 2 unit roda 4, 1 unit roda 2 dengan persentase 100%.
10. Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor dengan anggaran Rp. 3.150.000,- , terealisasi Rp. 3.150.000,- atau 100%, dengan target 7 unit atau 100%

Tabel 5.3
Analisi efiensi penggunaan sumber daya

	
No.
	Indikator Kinerja
	Capaian Kinerja ( % )
	Realisasi Anggaran ( % )
	Efisiensi (%)
	Ket.

	1
	Persentase capaian indikator kinerja perangkat daerah
	85,63
	96,65
	-11,02
	Tidak Efisien


		
Dari data diatas bahwa “Persentase Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah” Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Realisasi Anggaran tahun 2020


3.2	REALISASI ANGGARAN
	Dalam rangka  untuk mencapai target kinerja sebanyak 4 sasaran strategis  sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian  Kinerja Tahun 2019 , maka besaran alokasi dan realisasi  belanja untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut :
	NO
	PROGRAM / KEGIATAN
	JUMLAH DANA (Rp)
	REALISASI

	
	
	
	KEUANGAN (Rp)
	%

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	BELANJA
	            5,401,540,278 
	            5,139,832,072 
	95,15

	
	BELANJA TIDAK LANGSUNG
	            1,543,657,778 
	            1,319,597,334 
	85,48

	
	BELANJA LANGSUNG
	            3,857,882,500 
	            3,820,234,738 
	99,02

	I
	 
	Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan
	                316,182,500 
	                305,594,088 
	96,65

	 
	1
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
	                  55,460,000 
	                  50,425,938 
	90,92

	 
	2
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Opersaional
	                    5,000,000 
	                    1,638,750 
	32,77

	 
	3
	Penyediaan layanan Kebersihan Kantor
	                  17,400,000 
	                  17,399,000 
	99,99

	 
	4
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
	                    2,000,000 
	                    2,000,000 
	100

	 
	5
	Penyediaan Pelatan Rumah Tangga
	                    4,675,000 
	                    4,675,000 
	100

	 
	6
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	                    2,040,000 
	                    1,280,000 
	62,74

	 
	7
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Dan Lur Daerah Serta Kedinasn Lainnya
	                  64,707,900 
	                  64,612,400 
	99,8

	 
	8
	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
	                122,065,000 
	                120,729,000 
	98,90

	 
	9
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
	                                     - 
	                                     - 
	0

	 
	10
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
	                                     - 
	                                     - 
	0

	 
	11
	Pemelihaeaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional
	                  39,684,600 
	                  39,684,000 
	99,99

	 
	12
	Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
	                    3,150,000 
	                    3,150,000 
	100

	II
	 
	Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daera
	                  62,800,000 
	                  62,724,000 
	99,87




	 
	1
	Penyusunan Standar Opesional Prosedur (SOP)
	                    3,700,000 
	                    3,698,000 
	99,94

	 
	2
	Penyusunan Standae Pelayanan Minimal (SPM)
	                    2,300,000 
	                    2,280,000 
	99,13

	 
	3
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran
	                  30,700,000 
	                  30,650,000 
	99,83

	 
	4
	Penyusunan Dokumen Pelaporan Kinerja
	                    3,100,000 
	                    3,099,000 
	99,96

	 
	5
	Penyusunan Dokumen Pelaporan Keuangan
	                  18,700,000 
	                  18,697,000 
	99,98

	 
	6
	Penyusunan Dokumen Pengendalian Dan Evaluasi
	                    4,300,000 
	                    4,300,000 
	100

	III
	 
	Program Pengembangan Perumahan
	           3,435,600,000 
	           3,414,489,150 
	99,38

	 
	1
	Pembangunan / Perbaikan Rumah Sehat Layak Huni
	           3,354,700,000 
	           3,333,753,250 
	99,37

	 
	2
	Rehabilitasi Rumah Korban Bencana
	                 25,150,000 
	                 25,149,900 
	99,99

	 
	3
	Penyusunan Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (RP3KP)
	                 55,750,000 
	                 55,586,000 
	99,70

	 
	4
	Sinkronisasi Peningkatan Kwalitas Rumah Layak Huni
	                                     - 
	                                     - 
	0

	IV
	 
	Program Pengembangan Kawasan Permukiman
	 
	 
	0

	 
	1
	Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)
	                                     - 
	                                     - 
	0

	V
	 
	Program Penataan. Penguasaan. Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
	                                     - 
	                                     - 
	0

	 
	1
	Penataan. Penguasaan. Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
	                 40,850,000 
	                 36,000,000 
	88,12

	IV
	 
	Program Penyelesaian Konflik - Konflik Pertanahan
	                    2,450,000 
	                    1,427,500 
	58,26

	 
	1
	Pembinaan / Penyelesaian Konflik - Konflik Pertanahan
	                    2,450,000 
	                    1,427,500 
	58,26



























BAB IV
PENUTUP

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian
sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakekatnya adalah proses pembuatan
dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efesien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Soppeng merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2019 yang disusun untuk  menindaklanjuti Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah, dimana Instansi Pemerintah Daerah dan SKPD wajib menyelenggarakan SAKIP. Dilihat dari rata – rata capaian indikator kinerja  , Capaian kinerja tahun 2019 sebesar 38.12 % atau sangat rendah
Dalam rangka pencapaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terdapat beberapa kendala yang dialami seperti kualitas Sumber Daya Manusia, jumlah tenaga fungsional perencana yang kurang, koordinasi dengan instansi terkait masih lemah dan kerangka regulasi terkadang berubah-ubah. Guna meningkatkan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Soppeng ke depan, diperlukan langkah-langkah penyempurnaan dengan upaya meningkatkan kualitas perencanaan dengan memperhatikan sumber daya yang ada, koordinasi, profesionalisme aparat perencana, pengendalian dan pengawasan dan penyediaan informasi/data.
Watansoppeng ,  5 Februari 2021
	KEPALA DINAS
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN SOPPENG




H.ABDILLAH BAUSAD, SST,ST, MT
NIP.19620508 198903 1 009
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LAMPIRAN - LAMPIRAN








	
Target dan Realiasi Tahun 2020

Target	87,71

Tahun 2020	89.9	Realisasi	95,5

Tahun 2020	99.5	



Column2	
2017	2018	2019	2020	79.459999999999994	79.72	80.349999999999994	99.5	Column3	
2017	2018	2019	2020	Column1	
2017	2018	2019	2020	



Realisasi Tahun 2020	95,5

Category 1	99.5	Target Tahun 2021	
Category 1	89.9	



Series 1	0,005

2017-2018	2019-2020	3.5299999999999998E-2	7.0000000000000001E-3	


Tahun 2020	
Target	Realisasi	7	3	



Tahun 2017	Kasus	2	Tahun 2018	Kasus	2	Tahun 2019	Kasus	1	Tahun 2020	Kasus	3	



Evaluasi Capaian Indikator Kinerja

Target	
Tahun 2020	100	Realisasi	
Tahun 2020	85.63	



Tahun 2017	
Category 1	100	Tahun 2018	
Category 1	100	Tahun 2019	
Category 1	38.119999999999997	Tahun 2020	
Category 1	85.63	
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